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ABSTRAK

ANALISISDASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM
MENJATUHKAN PUTUSAN BEBASTERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PERUSAKAN
(Studi Perkara Nomor: 892/Pid.B/2014/PN.Tjk.)

Oleh
LILAALFHATRIA HAYUMI

Pelaku tindak pidana perusakan terhadap barang secara bersama-sama seharusnya
dipidana sebagaimana diatur Pasal 170 ayat (1) KUHP, tetapi dalam Putusan
Nomor: 892/Pid.B/2014/PN.Tjk, hakim justru menjatuhkan pidana bebas terhadap
terdakwa. Permaslashan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah dasar
pertimbangan hukum hakim dalam memutus bebas pelaku tindak pidana perusakan
pada Perkara Nomor: 892/Pid.B/2014/ PN.Tjk? (2) Sudah tepatkah putusan bebas
yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana perusakan ditinjau dari rasa
keadilan secara substantif?

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris.
Narasumber penelitian terdiri dari Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Jaksa
pada Kegaksaan Negeri Bandar Lampung dan Dosen Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Unila. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka
dan studi lapangan. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Dasar pertimbangan hukum hakim dalam
menjatuhkan bebas terhadap pelaku tindak pidana perusakan terhadap barang
adalah pertimbangan yuridis yaitu terpenuhinya minima dua alat bukti dalam
persidangan, hakim menilai bahwa terdapat alasan pembenar, aasan pemaaf dan
alasan penghapusan penuntutan bagi hakim dalam menjatuhkan bebas, sehingga
sesual dengan teori dasar pertimbangan hakim yaitu teori keseimbangan. Selain itu
hakim juga melihat peristiwa yang melatar belakangi perbuatan pidana tersebut
secara keseluruhan serta sikap dan perbuatan terdakwa sehari-harinya dalam
masyarakat. (2) Putusan pengadilan yang menjatuhkan bebas terhadap pelaku tindak
pidana perusakan terhadap barang dipandang belum sesuai dengan rasa keadilan
masyarakat karena hakim kurang sensitif terhadap penderitaan korban akibat tindak
pidana perusakan terhadap barang oleh terdakwa.
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Saran dalam pendlitian ini adalah: (1) Hakim yang menangani tindak pidana di
masa yang akan datang diharapkan untuk mempertimbangkan fakta-fakta yang
terjadi di lapangan sehingga dapat menjatuhkan pidana secara tepat sesuai dengan
kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. (2) Ketentuan Pasal 95 dan
Pasal 97 KUHAP hendaknya diimplementasikan dalam hal pemulihan hak-hak
terdakwa yang diputus bebas dan mempunyal kekuatan hukum tetap, disamping itu
perlu adanya sosidiasas atau informasi terhadap masyarakat luas mengenai hak-
hak terdakwa apabila diputus bebas.

Kata Kunci: Dasar Pertimbangan Hakim, Putusan Bebas, Tindak Pidana Perusakan
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. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai
alat untuk menciptakan keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi
juga untuk menjamin adanya kepastian hukum. Pada tataran selanjutnya, hukum
diarahkan sebagai sarana kemajuan dan kesgjahteraan masyarakat yang dibentuk
atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat, dengan
maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat
itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup
bersama. Orang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggung jawabkan
perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyal kesalahan, seseorang
mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi

masyarakat menunjukan pandangan normatif mengenai tindak pidana.

Hukum pada dasarnya memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan
bermasyarakat, karena hukum bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan,
keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya
kepastian hukum. Pada tataran selanjutnya, hukum semakin diarahkan sebagai

sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.*

! Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia Jakarta.
2001. him. 14.



Manusia dituntut untuk dapat mengendalikan perilakunya sebagai konsekuensi
hidup bermasyarakat, tanpa pengendalian dan kesadaran untuk membatasi
perilaku yang berpotensi merugikan kepentingan orang lain dan kepentingan
umum. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maka peranan hukum menjadi
sangat penting untuk mengatur hubungan masyarakat sebagai warga negara, baik
hubungan antara sesama manusia, hubungan manusia dengan kebendaan, manusia
dengan alam sekitar dan menusia dengan negara, tetapi pada kenyataannya ada

manusia yang melanggar hukum atau melakukan tindak pidana.

Tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh
seseorang dan patut dipidana sesua dengan kesalahannya sebagaimana
dirumuskan undang-undang. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan
mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan pidana apabila ia mempunyai

kesalahan?

Salah satu jenistindak pidana yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP) adalah perusakan terhadap barang yang dilakukan secara
bersama-sama, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yaitu barang
Sigpa secara terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan
terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima

tahun enam bulan.

Orang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan

tersebut dengan pidana apabila ia mempunya kesalahan, seseorang mempunyai

2 1bid. him. 17.



kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat

menunjukan pandangan normatif mengenai tindak pidana. ®

Setiap pelaku tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di
depan hukum yang berlaku. Pertanggungjawaban pidana menurut Barda Nawawi
Arief mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas), yang didasarkan pada
keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai
keadilan harus disggarkan berpasangan dengan asas legdlitas yang didasarkan
pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban
pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberagpa ha tidak menutup
kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (vicarious liability) dan
pertanggungjawaban yang ketat (strict liability). Masalah kesesatan (error) baik
kesesatan mengenai keadaannya (error facti) maupun kesesatan mengenai
hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga

pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya®

Tindak pidana perusakan terhadap barang yang dilakukan secara bersama-sama
terdapat dalam Putusan Nomor 892/Pid.B/2014/PN.Tjk, dengan terdakwa Sumino
Bin Suharto, melakukan perusakan terhadap barang berupa tembok beton.
Perbuatan ini dilakukan pada tangga 15 Maret 2014 pukul 23.30 Wib, Terdakwa
bersama-sama dengan Saksi Bayu Trianto dan Saksi Samino alias Samin bin
Suharto mendatangi pagar tembok beton milik PT. Pundi yang berada di

Kelurahan Way Laga, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung, dengan

% Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. PT Citra. Aditya Bakti.
Bandung. 2003.him. 41.

“ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan

Kejahatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, him.23.



menggunakan sebuah mobil Daihatsu Feroza berwarna merah dengan Nomor
Polist BE.1169.G milik Terdakwa. Sesampainya di areal pagar tembok beton
milik PT. Pundi Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Bayu Trianto dan Saks
Samino alias Samin bin Suharto langsung mengikat pagar tembok beton tersebut
dengan tali tambang berwarna putih dan biru yang sebelumnya telah dipersiapkan
oleh Terdakwa di dalam mobilnya. Saksi Samino alias Samin bin Suharto
mengikat salah satu ujung tali tambang pada pagar beton dan Saksi bayu Trianto
mengikat ujung tali lain ke bamper belakang mobil Terdakwa. Sedangkan
Terdakwa bertugas untuk menarik tambang yang telah diikatkan tersebut dengan
cara menjalankan mobilnya sehingga mengakibatkan pagar beton tersebut rubuh
dan hancur sepanjang 5 m. Perbuatan ini telah menimbulkan kerugian Saksi
Minggus bin H. Abdul Rohman selaku pihak yang mendapatkan tender

pengerjaan pagar beton PT. Pundi sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap pelaku adalah perbuatan Terdakwa
dinyatakan telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP. Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum menuntut
Terdakwa yang pada pokoknya meminta majelis hakim yang menangani perkara
ini menjatuhkan pidana sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Setiawan bin Darjo telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perusakan terhadap barang
secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
170 ayat (1) KUHP sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan
Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Eko Setiawan bin Darjo selama
1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam
tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.



Maelis Hakim yang menangani perkara ini dalam Putusan Nomor:
892/Pid.B/2014/PN.Tjk, justru menjatuhkan pidana bebas terhadap terdakwa
dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Setiawan Bin Sudarjo tersebut diatas, tidak
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Penuntut Umum
tersebut.

3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini
diucapkan.

4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta
martabatnya.

Sesuai dengan dakwaan tersebut maka terlihat adanya ketidaksamaan pandangan

antara Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan Mgjelis Hakim dalam menentukan unsur-

unsur tindak pidana perusakan terhadap barang secara bersama-sama, sehingga

majelis hakim justru memutus bebas terdakwa.

Putusan hakim ini dapat berdampak pada timbulnya pandangan negatif
masyarakat terhadap hakim dan pengadilan. Rendahnya Pandangan negatif
masyarakat terhadap hakim dapat dihindari dengan memutus perkara secara adlil
dan teliti, sehingga tidak menimbulkan kesenjangan terhadap suatu putusan. Dari
dalam diri hakim hendaknya lahir, tumbuh dan berkembang adanya sikap/sifat
kepuasan moral jika keputusan yang dibuatnya dapat menjadi tolak ukur untuk
kasus yang sama, sebagai bahan referens bagi kalangan teoritis dan praktisi
hukum serta kepuasan nurani jika sampal dikuatkan dan tidak dibatalkan oleh
Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung jika perkara tersebut sampal ke tingkat
banding atau kasasi. Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala

aspek di dalamnya, yaitu mulai dari perlunya kehati-hatian serta dihindari sedikit



mungkin ketidakcermatan, baik bersifat formal maupun materiil sampai dengan

adanya kecakapan teknik dalam membuatnya.

Ketentuan Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP mengatur tentang putusan
bebas dan putusan lepas, sebagai berikut:

(1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang,
kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak
terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

(2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan
kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu
tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan
hukum.

Putusan bebas murni (vrijspraak) berarti terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan

hukum dalam arti dibebaskan dari pemidanaan. Tegasnya, terdakwa tidak

dipidana, karena perbuatannya bukan tindak pidana.

Penilaian bebas sebuah putusan tersebut tergantung pada dua hal, yaitu:

a. Tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif
Pembuktian yang diperoleh di persidangan tidak cukup membuktikan
kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup
terbukti itu tidak diyakini oleh hakim.

b. Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian
Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat
bukti sga, sedang menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, agar cukup
membuktikan kesalahan seorang terdakwa harus dibuktikan dengan sekurang-
kurangnya dua alat bukti yang sah.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, penulis melaksanakan penelitian
dalam Skripsi yang berjudul: Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim

dalam Menjatuhkan Putusan Bebas terhadap Pelaku Tindak Pidana

Perusakan (Studi Perkara Nomor: 892/Pid.B/2014/PN.Tjk.)



B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, permasal ahan dalam penelitian ini adalah:

a. Apakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus bebas pelaku
tindak pidana perusakan pada Perkara Nomor: 892/Pid.B/2014/ PN.Tjk?

b. Apakah putusan bebas yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana

perusakan sudah memenuhi rasa keadilan secara substantif?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ilmu penelitian adalah hukum pidana, dengan kajian mengenai
dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus bebas pelaku tindak pidana
perusakan pada Perkara Nomor: 892/Pid.B/2014/PN.Tjk dan putusan bebas
terhadap pelaku tindak pidana perusakan memenuhi rasa keadilan secara
substantif. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Pengadilan Negeri Kelas

IA Tanjung Karang dan waktu penelitian dilaksanakan Tahun 2017.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Pen€litian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai

berikut:

a.  Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus bebas
pelaku tindak pidana perusakan pada Perkara Nomor: 892/Pid.B/2014/PN.Tjk

b. Untuk mengetahui putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana perusakan

memenuhi rasa keadilan secara substantif



2. Kegunaan Pendlitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan praktis sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis
Hasil pendlitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu
hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan khususnya yang berkaitan
dengan kajian putusan bebas pelaku tindak pidana perusakan.

b. Kegunaan praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagal sebagai sumbangan
pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan sanksi pidana yang
tepat dan efektif terhadap pelaku tindak pidana perusakan. Selain itu, hasil
penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penditi lan yang akan

melakukan penelitian dengan kajian mengenai tindak pidana perusakan.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka pemikiran merupakan adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka
acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah,
khususnya penelitian hukum. Berdasarkan pernyataan di atas maka kerangka

teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan
untuk menyelesaikan perkara pidana, sehingga dapat dinyatakan bahwa putusan

hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum



tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersigpakan langkah berikutnya
terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan atau

melakukan upaya hukum banding, kasasi, dan sebagainya. °

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan
sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Pasa 14 ayat (2)
menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setigp hakim wajib
menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang

diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Menurut Lilik Mulyadi, yaitu putusan hakim yang baik, mumpuni, dan sempurna
hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan
(the 4 way test), yakni:

1) Benarkah putusanku ini?

2) Jujurkah aku dalam mengambil putusan?

3) Adilkah bagi pihak-pihak putusan?

4) Bermanfaatkah putusanku ini?®

Praktiknya walaupun telah bertitiktolak dari sifat/sikap seseorang Hakim yang
baik, kerangka landasan berfikir/bertindak dan melalui empat buah titik
pertanyaan tersebut di atas, maka hakim ternyata seorang manusia biasa yang
tidak luput dari kelalaian, kekeliruan/kekhilafan (rechterlijk dwaling), rasa

rutinitas, kekurang hati-hatian, dan kesalahan. Praktik peradilan menunjukkan

®> Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif, Sinar Grafika.
Jakarta 2010, him.103.
® Lilik Mulyadi, Kekuasaan Kehakiman, Bina |lmu, Surabaya, 2007, him.119.
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adanya aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap tidak diperhatikan hakim dalam

membuat keputusan.’

Menurut Sudarto putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga

hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis,

sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis,

filosofis, dan yuridis, sebaga berikut:

1)

2)

3)

Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada
ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis,
tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-
kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan
bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah
melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a).
Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e).
Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga
tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa
perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak
pidana yang dilakukan.

Pertimbangan filosofis

Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana
yang dijatunkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki
perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa
filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga
setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat
memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

Pertimbangan sosiologis

Pertimbangan sosoiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana
didasarkan pada latar belakang sosia terdakwa dan memperhatikan bahwa
pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.®

Teori Keadilan Substantif

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil.

Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada

yang benar. Keadilan menurut kgjian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip,

"1bid, him.120.
8 Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni,Bandung, 1986, him.67.



11

yaitu : pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap
manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah

itu dikatakan adil®

Pemaknaan keadilan dalam praktik penanganan sengketa-sengketa hukum
ternyata masih dapat diperdebatkan. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa
lembaga pengadilan kurang adil karenaterlalu syarat dengan prosedur, formalistis,
kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu sengketa. Faktor
tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan
normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum. Hakim semestinya
mampu menjadi seorang interpretator yang mampu menangkap semangat
keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif-
prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan, karena hakim
bukan lagi sekedar pelaksana undang-undang. Artinya, hakim dituntut untuk
memiliki keberanian mengambil keputusan yang berbeda dengan ketentuan
normatif undang-undang, sehingga keadilan substansial selalu sga sulit
diwujudkan melalui putusan hakim pengadilan, karena hakim dan lembaga

pengadilan hanya akan memberikan keadilan formal.

Keadilan substantif terfokus atau berorientasi kepada nilai-nilai fundamental yang
terkandung didalam hukum. Sehingga hal-hal yang menitikberatkan kepada aspek
prosedural akan dinomorduakan. Secara teoritik, kedalilan substantif dibagi ke
daam empat bentuk keadilan, yakni kedailan distributif, kedalian retributif,

keadilan komutatif, dan keadilan korektif. Kedilan distributif menyangkut

° Ibid. him.27
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pengaturan dasar segala sesuatu, buruk baik dalam mengatur masyarakat.
Berdsarkan keadilan ini, segala sesuatu dirancang untuk menciptakan hubungan

yang adil antara dua pihak/masyarakat.

Prinsip pokok keadilan distributif adalah setiap orang harus mendapat kesempatan
sama untuk memperoleh keadilan. Dengan demikian maka hukum ditegakkan
dalam rangka memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dan untuk menghindari
terjadinya kesewenang-wenangan dari satu anggota masyakat pada masyararakat

lain sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukannya. *°

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan

dalam melaksanakan penelitian.'! Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan

pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Andisis adadah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan
prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima
sebagai suatu kebenaran atau penyel esaian masalah™

b. Putusan bebas menurut Pasa 191 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP adalah
putusan dimana pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di
sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak
terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

c. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan

melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-

0 wildan Suyuthi. Kode Etik Hakim, dalam Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct),
Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta.2003. him.3

! Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. him.103

12 exy JMoleong, Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta, Rineka Cipta, 2005.hIm. 54



13

undang. Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib
hukum dan terjaminnya kepentingan umum?®®

Keadilan adalah perbuatan atau perlakuan yang adil atau suatu putusan yang
tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar.**

Tindak pidana perusakan menurut Pasal 170 ayat (1) KUHP yaitu barang siapa
secara terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan
terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima

tahun enam bulan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang,
Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian,
Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan
dengan penyusunan skrips mengena putusan bebas, pembuktian pidana,
tindak pidana perusakan.

METODE PENELITIAN

Beris metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan
Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan

dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

13 Satjipto Rahardjo. Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat
Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. him. 25
¥ Sudarto. Op.Cit. him.27
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat
penelitian, terdiri dari analisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam
memutus bebas pelaku tindak pidana perusakan pada Perkara Nomor:
892/Pid.B/2014/PN.Tjk dan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana
perusakan memenuhi rasa keadilan masyarakat

PENUTUP

Beriss kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan
pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasal ahan

yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.



1. TINJAUAN PUSTAKA

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Seorang hakim dalam ha menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh
menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat
bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak
pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal
183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b).
Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal

yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184)*°

Pasal 185 Ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi sgja
tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan
yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam Ayat 3 dikatakan ketentuan
tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu aat bukti yang sah lainnya

(unus testis nullus testis).*®

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melaui proses penyajian
kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses
penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan demikian,

putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling

1> Satjipto Rahardjo. Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat
Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. him. 11
' Ibid. him. 11



16

berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara
keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling

berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain (Pasal 184 KUHAP).

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-
kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusanputusannya.
Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang siciptakan
daam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju
kesgahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak
ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan
yang bebas dan tidak memihak, sebagal salah satu unsur Negara hukum. Sebagal
pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan
daam peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ha ini
dilakukan oleh hakim melaui putusannya. Fungs hakim adalah memberikan
putusan terhadap perkara yang digjukan, di mana dalam perkara pidana, ha itu
tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menetukan
bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping
adanya aat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim

yang dilandasi denganintegritas moral yang baik.’

Hakim Pengadilan mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan,
mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu:

(1) Kesalahan pelaku tindak pidana
Ha ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang.
Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku
tindak pidana tersebut. Kesenggjaan dan niat pelaku tindak pidana harus

" Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif, Jakarta: Sinar
Grafika,.2010, him.103.
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ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya
kesenggjaan dan niat harus dilihat dari peristiwva demi peristiwa, yang harus
memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.

(2) Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana
Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai
motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum

(3) Caramelakukan tindak pidana
Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih
dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terapat unsur niat di
dalamnya yaitu keinginan s pelaku untuk melawan hukum.

(4) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi
Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat
mempengaruhi putusan hakim yaitu dan memperingan hukuman bagi pelaku,
misalnya belum pernah melakukan perbuatan tidak pidana apa pun, berasal
dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan
sedang-sedang sgja (kalangan kelas bawah).

(5) Sikap batin pelaku tindak pidana
Ha ini dapat diidentifikasikan dengan melihat pada rasa bersalah, rasa
penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku
juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan
mel akukan perdamaian secara kekeluargaan.

(6) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana
Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak
berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya, karena hakim melihat
pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua
perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur.

(7) Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku
Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku
tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi
perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku,
memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga
menj adikannya orang yang lebih baik dan berguna.

(8) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku
Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakaan pelaku adalah
suatu perbuatan tercela, jadi waar sgja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman,
agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelgjaran untuk tidak
melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal
tersebut dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya
kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.

Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. la
menjadi ciri Negara hukum. Sistem yang dianut di Indonesia, pemeriksaan di

siding pengadilan yang dipimpin oleh Hakim, hakim itu harus aktif bertanya dan

'8 Barda Nawawi Arief. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan.
PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001. him. 77
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member kesempatan kepada pihak terdakwa yang diawali oleh penasihat
hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum.
Semua itu dengan maksud menemukan kebenaran materiil. Hakimlah yang

bertanggungjawab atas segala yang diputuskannya.*
B. Putusan Hakim dalam Perkara Pidana

Putusan hakim dalam perkara pidana merupakan putusan yang dijatuhkan hakim
setelah memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana berdasarkan delik yang
tercantum dalam surat dakwaan. Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana
kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan
sekurang-kurangnya dua aat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh
keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang

bersalah mel akukannya

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan
sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. ayat (2) menyatakan bahwa
dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan
atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian

yang tidak terpisahkan dari putusan.

Perihal putusan hakim atau putusan Pengadilan merupakan aspek penting dan
diperlukan untuk menyelesailkan perkara pidana. Dengan demikian dapat

dikonklusikan lebih jauh bahwa putusan hakim di satu pihak berguna bagi

9 Ahmad Rifai. Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif, Sinar Grafika,
Jakarta.2010. him.112
2 Ljlik Mulyadi. Hukum Acara Pidana, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2007, him. 152-153
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terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus
dapat mempersiapakan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti
dapat berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum banding, kasas dan
grasi. Pada pihak lain, apabila ditelaah melalui vis hakim yang mengadili
perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai
keadilan, kebenaran hakiki, HAM, penguasaan hukum atau fakta secara mapan,
mumpuni, dan faktual, sertavisualisas etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim

yang bersangkutan.?

Menurut Pasal 195 KUHAP, semua putusan Pengadilan hanya sah dan
mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.
Putusan yang dibacakan oleh hakim merupakan bentuk tanggung jawab seorang
hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa, pencari keadilan, masyarakat, Pengadilan
yang lebih tinggi. Untuk itu, tambahnya, putusan harus dibacakan dalam sidang
umum. Oleh karena putusan mengandung pertanggungjawaban, maka acara
pembacaan putusan harus dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan
Pengadilan berkewajiban untuk memberitahukan kepada masyarakat dan pihak-

pihak yang berperkara perihal jadwal pembacaan putusan itu.?

Seorang hakim dalam membuat Putusan Pengadilan, harus memperhatikan apa
yang diatur dalam Pasal 197 KUHAP, yang berisikan berbagai hal yang harus
dimasukkan dalam surat Putusan. Adapun berbagai hal yang harus dimasukkan
dalam sebuah putusan pemidanaan sebagaimana disebutkan dalam Pasa 197

KUHAP. Sistematikan putusan hakim adal ah:

2L Lilik Mulyadi. Hukum Acara Pidana, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2007, him. 152-153
% bid, him. 153
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(1) Nomor Putusan

(2) Kepala Putusar/lrah-irah (Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa)

(3) Identitas Terdakwa

(4) Tahapan penahanan (kalau ditahan)

(5 Surat Dakwaan

(6) Tuntutan Pidana

(7) Pledooi

(8) FaktaHukum

(9 Pertimbangan Hukum

(10) Peraturan perundangan yang menjadi dasar pertimbangan

(11) Terpenuhinya Unsur-unsur tindak pidana

(12) Pernyataan kesalahan terdakwa

(13) Alasan yang memberatkan atau meringankan hukuman

(14) Kualifikas dan pemidanaan

(15) Penentuan status barang bukti

(16) Biayaperkara

(17) Hari dan tangga musyawarah serta putusan

(18) Nama Hakim, Penuntut Umum, Panitera Pengganti, terdakwa dan
Penasehat Hukumnya

Tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana dilakukan dalam
beberapa tahapan, yaitu hakim pada saat menganalisis apakah terdakwa
melakukan perbuatan atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat,
yaitu perbuatan sebagai tersebut dalam rumusan aturan pidana. Sebelum
menjatuhkan putusan, hakim harus bertanya kepada diri sendiri, jujurkah ia dalam
mengambil keputusan ini, atau sudah tepatkah putusan yang diambilnya itu, akan
dapat menyelesaikan suatu sengketa, atau adilkah putusan ini, atau seberapa jauh
manfaat yang dijatuhkan oleh seorang hakim bagi para pihak dalam perkara atau

bagi masyarakat pada umumnya.

Menurut Barda Nawawi Arief dalam buku Nikmah Rosidah, pemidanaan
merupakan penjatuhan pidana/sentencing sebagai upaya yang sah yang dilandasi
oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui

proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
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suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan

pemidanaan berbicaramengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.®

Praktik peradilan pidana pada putusan hakim sebelum pertimbangan-
pertimbangan yuridis dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-
fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklus kumulatif dari
keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang digukan dan
diperiksa di persidangan. Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan
aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana, sehingga
dapat dinyatakan bahwa putusan hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa guna
memperoleh  kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat
mempersigpakan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat
berupa menerima putusan atau melakukan upaya hukum banding, kasasi, dan
sebagainya. Hakim dalam membuat Putusan pengadilan, harus memperhatikan
apayang diatur dalam Pasal 197 KUHAP, yang berisikan berbagai hal yang harus
dimasukkan dalam surat Putusan. Salah satu hal yang harus dimasukkan dalam
sebuah putusan pemidanaan sebagaimana disebutkan Pasal 197 KUHAP angka

(9) adalah Pertimbangan Hukum.

Praktiknya walaupun telah bertitiktolak dari sifat/sikap seseorang Hakim yang
baik, kerangka landasan berfikir/bertindak dan melalui empat buah titik
pertanyaan tersebut di atas, maka hakim ternyata seorang manusia biasa yang
tidak luput dari kelalaian, kekeliruan/kekhilafan (rechterlijk dwaling), rasa

rutinitas, kekurang hati-hatian, dan kesalahan. Praktik peradilan menunjukkan

% Nikmah Rosidah, Asas-Asas Hukum Pidana. Penerbit Pustaka Magister, Semarang. 2011
him.68.
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adanya aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap tidak diperhatikan hakim dalam

membuat keputusan.

Jenis-jenis putusan dalam hukum acara pidanaterdiri dari:

1. Putusan Bebas, dalam hal ini berarti Terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan
hukum. Berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHAP putusan bebas terjadi bila
Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan
kesal ahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah
dan meyakinkan karena tidak terbukti adanya unsur perbuatan melawan
hukum yang dilakukan oleh Terdakwa

2. Putusan Lepas, daam hal ini berdasarkan Pasal 191 ayat (2) KUHAP
Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa
terbukti, namun perbuatan tersebut, dalam pandangan hakim, bukan
merupakan suatu tindak pidana.

3. Putusan Pemidanaan, dalam hal ini berarti Terdakwa secara sah dan
meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan
kepadanya, oleh karena itu Terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan
ancaman pasal pidana yang didakwakan kepada Terdakwa®

Pasal 191 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP mengatur putusan bebas dan putusan

lepas, sebagal berikut:

(1) Jka pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang,
kesal ahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti
secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

(2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada
terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana,
maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Penjelasan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan

“perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan”

adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian

dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

2 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif, Sinar
Grafika, Jakarta, 2010, him.104-105.
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Perbedaan antara putusan bebas dan lepas dapat ditinjau dari segi hukum
pembuktian, yaitu pada putusan bebas (vrijspraak) tindak pidana yang
didakwakan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaannya tidak terbukti secara
sah dan meyakinkan menurut hukum. Dengan kata lain, tidak dipenuhinya
ketentuan asas minimum pembuktian (yaitu dengan sekurang-kurangnya 2 alat
bukti yang sah) dan diserta keyakinan hakim (Vide Pasal 183 KUHAP).
Sedangkan, pada putusan lepas (onslag van recht vervolging), segala tuntutan
hukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan
jaksa/penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum,
akan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, karena perbuatan tersebut bukan
merupakan tindak pidana, misalnya merupakan bidang hukum perdata, hukum

adat atau hukum dagang.”®

Penjatuhan Putusan Bebas dan Putusan Lepas oleh seorang hakim atas pelaku
suatu tindak pidana (yang unsur-unsur pasal yang didakwakan terbukti), dapat
dibedakan dengan melihat ada atau tidak adanya alasan penghapus pidana
(Strafuitsluitingsgronden), baik yang ada dalam undang-undang, misalnya alasan
pembenar (contohnya Pasal 50 KUHP) atau alasan pemaaf (contoh Pasal 44

KUHP), maupun yang ada di luar undang-undang (contoh: adanyaizin).

M. Yahya Harahap, menyatakan bahwa putusan bebeas berarti terdakwa
dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (vrijspraak) atau acquittal, dalam arti
dibebaskan dari pemidanaan. Tegasnya, terdakwa tidak dipidana. Berbeda halnya

jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa

% |bid. him. 160
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tidak dipidana. Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana

disebut dalam Pasal 191 Ayat (2) KUHAP, makaini dinamakan putusan lepas.?®

Penilaian bebas sebuah putusan tersebut tergantung pada dua hal, yaitu:

1)

2)

Tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif
Pembuktian yang diperoleh di persidangan tidak cukup membuktikan
kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup
terbukti itu tidak diyakini oleh hakim.

Tidak memenunhi asas batas minimum pembuktian

Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat
bukti sga, sedang menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, agar cukup
membuktikan kesalahan seorang terdakwa harus dibuktikan dengan sekurang-
kurangnya dua alat bukti yang sah.?’

Bertitik tolak pada kedua asas yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP di atas dan

dihubungkan dengan Pasal 191 Ayat (1) tentang putusan bebas, maka putusan

bebas pada umumnya didasarkan pada penilaian dan pendapat hakim:

a

Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukii,
semua aat bukti yang digjukan ke persidangan baik berupa keterangan saks,
keterangan ahli, surat, dan petunjuk maupun keterangan terdakwa tidak dapat
membuktikan kesalahan yang didakwakan. Perbuatan yang didakwakan tidak
terbukti secara sah dan meyakinkan karena menurut penilaian hakim semua
alat bukti yang digjukan tidak cukup atau tidak memadai membuktikan
kesahan yang didakwakan

Secara nyata hakim menilai pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak
memenuhi ketentuan minimum batas pembuktian. Misalnya, alat bukti yang
digjukan di persidangan hanyaterdiri dari seorang saksi sgja. Di samping tidak
memenuhi asas batas minimum pembuktian, juga bertentangan dengan Pasal
185 Ayat (2) KUHAP yang menegaskan unus testis nullus testis atau seorang
saksi bukan saksi

Putusan bebas tersebut bisa juga didasarkan atas penilaian, kesalahan yang
terbukti itu tidak didukung oleh keyakinan hakim. Keterbuktian kesalahan
yang didakwakan dengan aat bukti yang sah harus didukung oleh keyakinan
hakim. Sekalipun secara formal kesalahan terdakwa dapat dinilai cukup
terbukti, namun nilai pembuktian yang cukup ini akan lumpuh apabila tidak
didukung oleh keyakinan hakim®

% M.Y ahya Harahap. Op. Cit. him. 347
%" 1bid. him. 348
% |bid. him. 349
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KUHAP pada dasarnya tidak membagi bentuk putusan bebas. Bentuk-bentuk
putusan pengadilan yang dikenal dalam KUHAP yaitu: putusan bebas, putusan
lepas, putusan pemidanaan, penetapan tidak berwenang mengadili, putusan yang
menyatakan dakwaan tidak dapat diterima, dan putusan yang menyatakan
dakwaan batal demi hukum. Namun dalam praktiknya, kemudian dikenal ada
putusan bebas murni dan putusan bebas tidak murni yangdikenalkan dalam
yurisprudensi pertama kali lewat Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 275
K/Pid/1983, yakni kasus vonis bebas Natalegawa yang dikasas jaksa. Mahkamah
Agung menerima kasas jaksa berdasarkan argumentasi murni tidaknya putusan
bebas. Maklum, saat itu Pasa 244 KUHAP tegas melarang upaya kasasi atas
putusan bebas. Akhirnya sgak saat itu, praktek hukum acara di Indonesia
mengena istilah putusan bebas murni atau tidak murni. Pihak jaksa penuntut
umum biasanya selalu menggunakan dalil ketika mengajukan kasasi bahwa hakim
dalam tingkat persidangan sebelumnya telah menjatuhkan putusan bebas tidak

murni. %

Pasa 244 KUHAP menyatakan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang
diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah
Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan

kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-
kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya.

Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan

2 |bid. him. 350
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dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju
kesgjahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak
ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan
yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum. Fungsi
hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang digukan, di mana
dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang
pada prinsipnya menetukan bahwa suatu hak atau peristiva atau kesalahan
dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang
juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang

baik.

Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim

dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu:

a. Hakim hanyatunduk pada hukum dan keadilan;

b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi  atau
mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim;

c. Tidak ada konsekuens terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan

fungsi yudisianya ¥

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan
mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawa dan dihormati oleh semua pihak.
Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, yaitu
berkaitan dengan perkara yang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang

dilakukan pelaku, kepentingan korban, kel uarganya dan rasa keadilan masyarakat.

% Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif, Sinar Grafika,
Jakarta, 2010, him.103.
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C. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana
merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat
atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah
laku yang melanggar undang-undang pidana. Setiap perbuatan yang dilarang oleh
undang-undang harus dihindari dan arang siagpa melanggarnya maka akan
dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewagjiban tertentu yang
harus ditaati oleh setiap warga negara wgjib dicantumkan dalam undang-undang

maupun peraturan pemerintah. *

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang,
melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang
yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan
dengan pidana apabilaia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan
apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan
pandangan normatif mengena kesalahan yang dilakukan. Pelaku tindak pidana
adalah setigp orang yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum

sebagai mana dirumuskan dalam undang-undang.*

Tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan
mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa

yang melanggar aturan tersebut. Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan:

¥ Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Jakarta, Ghalia Indonesia,
2001, him. 19.
% 1bid, him. 20.
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a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan
diancam pidana.

b. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang
ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan
kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena
antara kegjadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat.
Kegadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang
tidak dapat diancam pidanajikatidak karena kejadian yang ditimbulkannya*

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat diketahui bahwa tindak

pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki

unsur kesalahan sebagal perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di

mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum

dan terjaminnya kepentingan umum.

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum,
larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang
siapa yang melanggar larangan tersebut”. Untuk mengetahui adanya tindak
pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan
pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanks.
Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri
atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari
perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat

perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar. **

Unsur-unsur tindak pidana (strafbaar feit) adalah:

a. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau
membiarkan).

¥ P A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung, Citra Adityta Bakti, 1996,
him. 16.
¥ Andi Hamzah. Op.Cit, him. 20.
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Diancam dengan pidana (statbaar gesteld)

Melawan hukum (onrechtmatig)

Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband staand)

Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatoaar person) *°

PapoT

Terdapat unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (strafbaar feit).
Unsur Obyektif terdiri dari: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan
itu dan mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam
Pasal 281 KUHP sifat “openbaar atau “dimuka umum’. Sementara itu unsur
subyektif: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (dollus atau
culpa). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.Kesalahan ini dapat
berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan

itu dilakukan.*

Suatu tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir pada umumnya memiliki dua

unsur yakni unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur

objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan.*’

Unsur-unsur perbuatan pidana adalah adanya perbuatan (manusia), yang

memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil) dan bersifat melawan

hukum (syarat materiil). Unsur-unsur tindak pidana menurut terdiri dari:

1) Kelakuan dan akibat

2) Ha .ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertal perbuatan, yang dibagi
: enLJJarijlslu.r subyektif atau pribadi, yaitu mengena diri orang yang melakukan

perbuatan, misalnya unsur pegawai negeri yang diperlukan dalam delik
jabatan seperti dalam perkaratindak pidana korupsi.

*bid, him. 21.

% p AF. Lamintang, Op.Cit, him. 12.

3 P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, Delik-delik Khusus, Bandung, Tarsito, 1981, him.
193.
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b. Unsur obyektif atau non pribadi, yaitu mengenai keadaan di luar si
pembuat, misalnya Pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum
(supaya melakukan perbuatan pidana atau melakukan kekerasan terhadap
penguasa umum). Apabila penghasutan tidak dilakukan di muka umum
maka tidak mungkin diterapkan pasal ini®

Unsur keadaan dapat berupa keadaan yang menentukan, memperingan atau

memperberat pidana yang dijatuhkan.

(1) Unsur keadaan yang menentukan misalnya dalam Pasal 164, 165, 531 KUHP
Pasal 164 KUHP: barang siapa mengetahui permufakatan jahat untuk
melakukan kejahatan tersebut Pasal 104, 106, 107, 108, 113, 115, 124, 187
dan 187 bis, dan pada saat kejahatan masih bisa dicegah dengan senggja tidak
memberitahukannya kepada pejabat kehakiman atau kepolisian atau kepada
yang terancam, diancam, apabila kgahatan jadi dilakukan, dengan pidana

penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga

ratus rupiah.

Kewajiban untuk melapor kepada yang berwenang, apabila mengetahui akan
terjadinya suatu kegjahatan. Orang yang tidak melapor baru dapat dikatakan
melakukan perbuatan pidana, jika kejahatan tadi kemudian betul -betul terjadi.
Tentang ha kemudian terjadi keahatan itu adalah merupakan unsur

tambahan.

Pasal 531 KUHP: barang siapa ketika menyaksikan bahwa ada orang yang
sedang menghadapi maut, tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan

kepadanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang

% Satjipto Rahardjo, Op.Cit, him. 25.
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lain, diancam, jika kemudian orang itu meninggal, dengan pidana kurungan

paling lamatiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Keharusan memberi pertolongan pada orang yang sedang menghadapi
bahaya maut jika tidak memberi pertolongan, orang tadi baru melakukan
perbuatan pidana, kalau orang yang dalam keadaan bahaya tadi kemudian
lalu meninggal dunia. Syarat tambahan tersebut tidak dipandang sebagai

unsur delik (perbuatan pidana) tetapi sebagai syarat penuntutan.

K eadaan tambahan yang memberatkan pidana

Misalnya penganiayaan biasa Pasal 351 Ayat (1) KUHP diancam dengan
pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Apabila penganiayaan tersebut
menimbulkan luka berat; ancaman pidana diperberat menjadi 5 tahun (Pasal
351 Ayat (2) KUHP), dan jika mengakibatkan mati ancaman pidana menjad 7
tahun (Pasal 351 Ayat (3) KUHP). Luka berat dan mati adalah merupakan

keadaan tambahan yang memberatkan pidana

(3) Unsur melawan hukum

Daam perumusan delik unsur ini tidak selalu dinyatakan sebagai unsur
tertulis. Adakalanya unsur ini tidak dirumuskan secara tertulis rumusan pasal,
sebab sifat melawan hukum atau sifat pantang dilakukan perbuatan sudah jelas
dari istilah atau rumusan kata yang disebut. Misalnya Pasal 285 KUHP:
“dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita
bersetubuh di luar perkawinan”. Tanpa ditambahkan kata melawan hukum
setigp orang mengerti bahwa memaksa dengan kekerasan atau ancaman

kekerasan adalah pantang dilakukan atau sudah mengandung sifat melawan
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hukum. Apabila dicantumkan maka jaksa harus mencantumkan dalam
dakwaannya dan oleh karenanya harus dibuktikan. Apabilatidak dicantumkan
maka apabila perbuatan yang didakwakan dapat dibuktikan maka secara diam-
diam unsure itu dianggap ada. Unsur melawan hukum yang dinyatakan
sebagal unsur tertulis misanya Pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai
pencurian yaitu pengambilan barang orang lain dengan maksud untuk

memilikinya secara melawan hukum. *

Pentingnya pemahaman terhadap pengertian unsur-unsur tindak pidana. Sekalipun
permasalahan tentang “pengertian” unsur-unsur tindak pidana bersifat teoritis,
tetapi dalam praktek hal ini sangat penting dan menentukan bagi keberhasilan
pembuktian perkara pidana. Pengertian unsur-unsur tindak pidana dapat diketahui
dari doktrin (pendapat ahli) ataupun dari yurisprudenss yan memberikan
penafsiran terhadap rumusan undang-undang yang semula tidak jelas atau terjadi
perubahan makna karena perkembangan jaman, akan diberikan pengertian dan
penjelasan sehingga memudahkan aparat penegak hukum menerapkan peraturan

hukum.

D. Tindak Pidana Perusakan

Tindak pidana perusakan diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP yaitu barang
Sigpa secara terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan
terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima

tahun enam bulan.

% Barda Nawawi Arief, Op.Cit, him. 152-153.
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Selain itu tindak pidana perusakan diatur dalam ketentuan Pasal 406 sampai
dengan Pasal 412 KUHP yang pada hakikatnya tidak dikualifikasikan secara jelas
dalam KUHP. Maka untuk lebih jelasnya, di bawah ini akan dipaparkan berbagai
tindak pidana yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perusakan
terhadap barang.Tindak keahatan dalam bentuk penghancuran dan perusakan
diatur dalam KUHP. Menurut KUHP tindak pidana penghancuran atau perusakan

dibedakan menjadi lima macam, yaitu :

1. Penghancuran atau perusakan dalam bentuk pokok

Tindak pidanaini diatur dalam ketentuan Pasal 406 yang menyatakan:

(1) Barang sigpa dengan sengaja dan dengan melanggar hukum menghancurkan,
merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, atau menghilangkan
barang yang seluruhnya atau sebagai kepunyaan orang lain, diancam dengan
hukuman penjara selamalamanya dua tahun delapan bulan atau denda
sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah.

(2) Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang, yang dengan sengaja melawan
hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau
menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan
orang lain.

Supaya dapat dihukum, menurut Pasal ini harus dibuktikan:

a. Bahwa terdakwa telah membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak
dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu

b. Bahwa pembinasaan dsb. itu dilakukan dengan senggja dan dengan melawan

hukum.

c. Bahwabarang itu harus sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.*

“0H. Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia. Sinar Baru, Bandung. 1983, him. 65



2. Penghancuran atau perusakan ringan

Jenis tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 407 KUHP dengan
pengecualian sebagaimana diterangkan dalam Pasal 407 KUHP ayat (2) KUHP.
Untuk lebih jelasnya berikut ini akan dikemukakan bunyi Pasal tersebut.
K etentuan Pasal 407 KUHP secara tegas menyatakan:

(1) Perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 406, jika harga kerugian
yang disebabkan tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam dengan
pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh
rupiah

(2) Jika perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 406 ayat kedua itu dilakukan
dengan memasukkan bahan-bahan yang merusakkan nyawa atau kesehatan
atau, jika hewan termasuk yang tersebut dalam Pasal 101, maka ketentuan
ayat pertamatidak berlaku.

Pada waktu mengusut perkara perusakan ini polisi senantiasa harus menyelidiki

berapakah uang kerugian yang diderita oleh pemilik barang yang telah dirusak itu.

Bila tidak lebih dari Rp. 250,- dikenakan Pasal 407. Demikian pula jika binatang

yang dibunuh itu bukan hewan (Pasa 101), atau alat untuk membunuh dsb.

binatang itu bukan zat yang dapat merusakkan nyawa atau kesehatan.

3. Penghancuran atau perusakan bangunan jalan kereta api, telegraf, telepon dan

listrik (sesuatu yang digunakan untuk kepentingan umum)

Tindak pidanaini diatur dalam ketentuan Pasal 408 KUHP yang menyatakan:

"Barang sigpa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan,
merusakkan atau membikin tidak dapat dipakai bangunan-bangunan,
kereta api, trem, telegram, telpon atau litrik, atau bangunan-bangunan
untuk membendung, membagi atau menyalurkan air, saluran gas, air atau
rel yang digunakan untuk keperluan umum, diancam dengan pidana paling
lama empat tahun”
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Pembinasaan atau perusakan dsb. barang disini hanya mengenai barang2 biasa
kepunyaan orang lain. Jika yang dirusakkan dsb. itu bangunan2 jalan kereta api,
telegraf, dsb. Yang dipergunakan untuk kepentingan umum, dikenakan Pasal 408.
Dapat dipahami dari bunyi Pasal di atas, karena dilakukan pada benda-benda yang
digunakan untuk kepentingan umum, maka ancaman hukumannya diperberat

menjadi selama-lamanya empat tahun. **

4. Penghancuran atau perusakan tidak dengan sengga

Jenistindak pidanaini diatur dalam ketentuan Pasal 409 KUHP yang menyatakan:
"Barang Siapa yang karena kealpaannya menyebabkan bangunan-
bangunan tersebut dalam Pasal di atas dihancurkan, dirusakkan, atau
dibikin tidak dapat dipakai diancam dengan kurungan paling lama satu
bulan atau denda paling banyak seratus rupiah”

Jenis tindak pidana dalam Pasal 409 adalah merupakan delik culpa atau tindak

pidana karena keadpaan. Apabila pada perbuatan tersebut tidak ada unsur

kesengajaan, tetapi hanya culpa atau kurang berhati-hati, maka menurut Pasal di

atas hukumannya diringankan menjadi kurungan selama-lamanya satu bulan atau

denda sebanyak-banyaknya seratus rupiah.
5. Penghancuran atau perusakan terhadap bangunan dan alat pelayaran

Tindak pidanaini diatur dalam ketentuan Pasal 410 KUHP yang menyatakan:

"Barang sigpa dengan senggja dan melawan hukum, menghancurkan atau
membikin tak dapat dipakai, suatu gedung atau kapa yang seluruhnya atau
sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama
lima tahun"

“! p.A.F Lamintang, Delik-Delikkhusus Tarsito, Bandung. 1979.him.27
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Pasal ini mengancam dengan maksimum hukuman penjara lima tahun yaitu bagi
orang-orang yang dengan senggja dan dengan melanggar hukum melakukan
penghancuran atau perusakan barang tersebut dalam Pasal di atas. Maksud dari si
pelaku tidaklah perlu ditujukan terhadap sifat perbuatan yang melawan hukum
dan cukuplah bila perbuatan itu telah dilakukan dengan sengaja dan perbuatan itu
adalah melawan hukum kata dan pada Pasa 410 berdiri berdampingan, yang
menginikasikan bahwa unsur yang terakhir itu tidak diliputi oleh unsur yang

pertama.



[1l. METODE PENELITIAN
A. Pendekatan M asalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yurdis
normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif
dimaksudkan sebagai upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau
bersandarkan pada lapangan hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris
dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan

dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada.*?

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Berdasarkan sumbernya menurut Seorjono Soekanto, data bersumber dari data
lapangan dan dari data kepustakaan. Data lapangan adalah yang diperoleh dari
lapangan penelitian, sementara itu data kepustakaan adalah data yang diperoleh

dari berbagai sumber kepustakaan.®®

2. JenisData

Berdasarkan jenisnya data terdiri dari data primer dan data sekunder,* yaitu

sebagal berikut:

“21bid. him.35
“1bid, him.60.
“1bid. him.61.
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1. DataPrimer
Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan
penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan kepada narasumber untuk

mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum
yang berhubungan dengan penelitian. Data Sekunder yang digunakan dalam
penelitian ini adal ah:

a Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersumber dari:

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73
Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana.

3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik
Indonesia

4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum

primer yaitu produk hukum berupa Putusan Pengadilan Negeri Tanjung

Karang Nomor: 892/Pid.B/2014/PN.Tjk
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c. Bahan hukum tersier
Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti
teori atau pendapat para ahli yang tercantum dalam berbagai referens atau
literatur buku-buku hukum serta dokumen-dokumen yang berhubungan

dengan masalah penelitian.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang :1 orang
2. Jaksapada Keaksaan Negeri Bandar Lampung : 1 orang
3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila :1orang +
Jumlah : 3orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpul an data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

a. Studi pustaka (library research)
Dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan
mengutip dari literatur serta melakukan pengkgiian terhadap ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

b. Studi lapangan (field research)
Dilakukan dengan kegiatan wawancara (interview) kepada responden sebagai

usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasal ahan.
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Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah

diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang

dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

a

E.

Seleks data

Merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data
selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

Klasifikas data

Merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang
telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan
dan akurat untuk dianalisis|ebih lanjut.

Penyusunan data

Merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan
dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan

sehingga mempermudah interpretasi data.

Analisis Data

Andlisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara

sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk

memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode

induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan

yang bersifat umum.*

*1bid. him.102



V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai

berikut:

1. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan bebas terhadap pelaku
tindak pidana perusakan terhadap barang adalah tidak terpenuhinya unsur
dengan sengaja dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap
orang atau barang dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan
oleh Penuntut Umum. Oleh karena itu terdakwa dinyatakan tidak terbukti
melakukan tindak pidana, harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum
dan harus dipulihkan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta
martabatnya.

2. Putusan pengadilan yang menjatuhkan bebas terhadap pelaku tindak pidana
perusakan terhadap barang dipandang sudah sesuai dengan rasa keadilan
secara substantif, karena hakim hanya menjatuhkan pidana kepada pelaku
yang perbuatannya benar-benar terbukti melanggar ketentuan pidana

sebagai mana didakwakan oleh Penuntut Umum.
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B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagal berikut:

1. Hakim yang menangani tindak pidana di masa yang akan datang diharapkan
untuk mempertimbangkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan sehingga dapat
menjatuhkan pidana secara tepat sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh
pelaku tindak pidana.

2. Ketentuan Pasa 95 dan Pasa 97 KUHAP hendaknya diimplementasikan
dalam hal pemulihan hak-hak terdakwa yang diputus bebas dan mempunyai
kekuatan hukum tetap, disamping itu perlu adanya sosialiasasi atau informasi

terhadap masyarakat luas mengenai hak-hak terdakwa apabila diputus bebas.
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